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PENETAPAN 
 

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Klp 

 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam 

persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana 

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 

Sampit, 05 April 1995, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat 

kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai 

Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lanpasa, 

09 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di 

Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan 

Register Perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Klp, tanggal 21 Oktober 2024 telah 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Duplikat Kutipan 

Disclaimer
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Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, 

Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 September 

2024; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 1 

(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan. 

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama ANAK, 

lahir di Seruyan, tanggal 21 Januari 2015; 

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan karena: 

3.1. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba; 

3.2. Tergugat sering mabuk di depan anak Penggugat dan Tergugat; 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang 

Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten 

Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten 

Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi; 

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada 

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina 

rumah tangga;  

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya 

sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut:  

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDAIR: 

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;    

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;  

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para 

pihak dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat 

agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan 

akan mempertimbangkannya; 

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka 

berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang 

Hakim sebagai mediator yakni Eko Apriandi, S.H., dengan Penetapan Nomor 

132/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 14 November 2024 dan berdasarkan laporan 

hasil mediasi tanggal 14 November 2024, mediasi berhasil merukunkan kedua 

belah pihak dengan kesepakatan perdamaian pencabutan perkara; 

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut 

perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan 

register perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 Oktober 2024 

dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya mohon 

penetapan; 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim 

menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini 

dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Pertimbangan Kewenangan 

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat 

disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang 

dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten 

Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk 

kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang 

berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara ini; 

Pertimbangan Legal Standing 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, 

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum 

untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); 
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Pertimbangan Kehadiran Para Pihak  

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, 

panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut 

sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum 

Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (in 

person) telah hadir di depan persidangan; 

Upaya Damai dan Mediasi 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak berperkara, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat 

menyatakan akan mempertimbangkannya; 

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga 

telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim yakni Eko Apriandi, 

S.H., dengan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 14 November 

2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2024, mediasi 

berhasil merukunkan kedua belah pihak dengan kesepakatan perdamaian 

pencabutan perkara, karenanya Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara a quo; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa karena mediasi telah berhasil merukunkan kedua 

belah pihak, selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam 

membina rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada Hakim 

untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala 
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Pembuang dengan register Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 Oktober 

2024 dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mohon 

penetapan;  

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak 

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu 

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 

271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan 

permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan 

selesai; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  yang timbul dalam perkara ini dibebankan  

kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Penetapan 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

132/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 Oktober 2024 dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  

Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). 

Penutup 

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Eko Apriandi, S.H., 

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh                       
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Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri 

oleh Penggugat dan Tergugat. 

Hakim, 

ttd. 

Eko Apriandi, S.H. 

Panitera Pengganti, 

ttd. 

Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H. 

Perincian biaya: 

1. PNBP     : Rp     60.000,00 

2. Biaya Proses   : Rp     75.000,00 

3. Panggilan    : Rp1.575.000,00 

4. Meterai    : Rp     10.000,00 

Jumlah    : Rp1.720.000,00 

    (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) 
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